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XXXXXX  XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU,

§| g Majelis Hakim telah menjatuhkan
erai Gugat antara

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Pal,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan

dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2005 di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Palu Utara,

Kabupaten xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan

Akta Nikah Nomor : 98/18/I\V/2005 tanggal 04 April 2005 ;
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tersebut telah  hidup

telah dikaruniai 2 (dua) orang

erempuan), NIK xxxxx, tempat tanggal lahir,
Palu, 30 Juni 2016/7 tahun, sekarang berada dibawah
pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2019 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran tersebut adalah karena :
4.1, Tergugat memukul Penggugat sebab cemburu
yang tidak wajar dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ;
4.2 Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain
(selingkuh) ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan September 2021,

dimana Penggugat mendapati Tergugat menelpon dengan wanita lain.

Sehingga di dalam rumah sudah tidak baik lagi komunikasi ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir bulan September

2021 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya,

dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka

Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2023/PA.Pal

Halaman 2



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

i Atas, Penggugat mohon kepada

ang amarnya berbunyi sebagai

uruhnya ;

a Tergugat (IRHAM BIN NASIR)
TIR. YOMA) ;

3. Membebd "=a.A;-a menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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§, Palu Utara xxxx xxxx Provinsi
Jal 04 April 2005. Bukti surat
{m, dicocokkan dengan aslinya

on, kemudian diberi kode bukti

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering
berselisin dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan
sering tinggalkan rumah, Tergugat sering memukul Penggugat,
dan Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah
berjalan lebih 2 tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan
tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling
memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxXxxx XXX, bertempat tinggal di XXX XXXXXXX XXXX X

XXXXXXXXXKX, XXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Sigi, di
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yang pada pokoknya sebagai

Hngga Penggugat dan Tergugat
#afunia 2 (dua) orang anak;
akhirgtahud 2019 rumah tangga Penggugat
mulaihtida : dan harmonis karena sering
é;;;g
- dan Tergugat sering
engkaf“karena Tergugat sering cemburu dan
dan Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah
berjalan lebih 2 tahun lamanya, dan yang pergi meninggalkan
tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling
memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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hanya Penggugat yang selalu
hadir, maka upaya mediasi

entuaf Peratuirgn gmah Agung RI Nomor 1 Tahun
%dur Medl n, tidak dapat dilaksanakan;

tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketantuan Pasal 82 ayat (1)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam
persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai

sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
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formil, isi buktItetse

dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2005, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 03 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
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- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar karena Tergugat sering cemburu dan tinggalkan rumah,
Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh
dengan Wanita lain;

- Bahwa sejak bulan September 2021 antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan
lebih 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan
pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
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ami maupun istri, tetapi dengan
t dengan Tergugat sebagaimana
dapat bahwa rumah tangga seperti itu
n kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil
yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah
sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

azgill ans, pac yllb lgzg,] atlls suslall ads

15] sl
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya  maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu
dengan talak satu”;
2. Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair
halaman 62, yang berbunyi:
awlaodl £, pasio e l> allasll
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi
pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,
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Disclaimer

bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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gan Hj. Musrifah, S.H.l., masing-

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Mustamin, Lc. Mohamad Arif, S.Ag., M.H.
ttd

Hj. Musrifah, S.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd
Sukaenah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 20.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



ng Republik Indonesia

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.997/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



